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Tesisini mengkaji tentang apakah kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang diwujudkan dalam
penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah dijalankan dengan baik atau belum oleh SKPD di
Kabupaten Lampung Tengah? Jika sudah, faktor apa yang menjadi pendorong, dan jika belum, maka faktor-
faktor apa yang telah menjadi penghambatnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain
deskriptif.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran di
Kabupaten Lampung Tengah kurang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan sering terjadi
ketidaktepatan waktu dalam penyampaiannya. Adapun diduga faktor-faktor penghambatnya adalah: (i)
Terdapatnya kebijakan dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah
yang dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006, dan (ii) kurangnya kemampuan
SKPD dalam kegiatan tersebut yang antara lain disebabkan karena rendahnya kualitas SDM dan kurangnya
sosialisasi dan pelatihan tentang aturan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran tersebut di Kabupaten
Lampung Tengah.

...... This thesis examined whether expenditure accountability activities are realized in the delivery of
accountable mail (SPJ) has run well or not by SKPD in Central Lampung District? If done, what factors to
drive, and if not, then what factors have to be this demotivating. This research is qualitative research with a
descriptive design.

From the results of research, found that the activity expenditure accountability reporting in Central Lampung
District not going according to applicable regulations and frequent inaccuracy in delivery time. Asfor the
alleged block factors are: (i) the presence of policies in expenditure accountability activities in Central
Lampung District was considered inappropriate and incompatible with Permendagri 13/2006, and (ii) lack of
capacity in these activities SKPD which is partly due to low quality of human resources and lack of
socialization and training on the rules of accountability in expenditure activitiesin Central Lampung
District.
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